BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertolak dari perumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan
terhadap pengaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana
kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari perspektif hak asasi manusia
diatas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah pengaturan hukuman kebiri
kimia telah bertentangan dengan teori Stufenbau baik secara vertikal
maupun horisontal. Secara vertikal pengaturan sanksi kebiri kimia
bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Sedangkan secara
horisontal, pengaturan sanksi kebiri kimia bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan penulisan Skripsi diatas, maka Penulis
menyarankan agar pemerintah dapat mengkaji ulang pengaturan mengenai
hukuman kebiri kimia untuk pelaku tindak pidana kejahatan seksual
terhadap anak karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena
pada kenyataannya bahwa tidak ada bukti yang menyatakan hukuman
kebiri kimia pasti memberikan efek jera dan adanya efek samping dari
hukuman kebiri yang membuat hukuman menjadi tidak sebanding dengan

perbuatan pelaku.
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